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KPK Bantah Penyitaan Harta Pimpinan

PERLINTASAN KERETA BANDARAADISUTJIPTO

Angkasa Pura Bisa Ambil Alih Pengelolaan

KEMENDAG TAKEDOWN 6.678 TAUTAN PENJUALAN

DIY Bakal Digelontor
26,8 Ton MinyaKita

Pejabat Fungsional Peng-

awas Perdagangan Muda

Disperindag DIY Sabar

Santoso di Yogyakarta, Ka-

mis (9/2) mengatakan, pa-

sokan MinyaKita tersebut

akan didistribusikan pada

Februari 2023 ini melalui

PT Bina Karya Prima

(BKP) dalam 28 tahap.

"Sekarang, kami baru men-

data nama-nama pedagang

yang akan menerima, begi-

tu data masuk nanti kami

sampaikan ke pusat,"

katanya.

Menurut Sabar Santoso,

delapan pasar tradisonal

yang akan memperoleh pa-

sokan tambahan yakni

Pasar Beringharjo, Pasar

Kranggan, Pasar Demang-

an, Pasar Prawirotaman

(Kota Yogyakarta), Pasar

Gamping (Sleman), Pasar

Imogiri (Bantul), Pasar Ar-

gosari (Gunungkidul), dan

Pasar Wates (Kulonprogo).

Di masing-masing pasar

itu, kata Sabar, MinyaKita

bakal didistribusikan ke 10

pedagang atau pengecer de-

ngan harga di bawah Harga

Eceran Tertinggi (HET).

"Harganya untuk pedagang

infonya Rp 12.600 perliter,

nanti mereka bisa menjual

sesuai HET Rp 14.000 per-

liter," ujarnya.

Menurut Sabar, pendis-

tribusian kembali dilaku-

kan setelah Kemendag

menilai tidak ada lagi

praktik penjualan bersya-

rat (tying) MinyaKita oleh

distributor, termasuk ke

pedagang di DIY. "Oto-

matis sudah enggak ada,

sehingga Kemendag mau

mengirim," ujarnya.

Berdasarkan pantauan

Disperindag DIY, stok Mi-

nyaKita di sejumlah pasar

di Yogyakarta masih ter-

batas dengan harga jual ra-

ta-rata di atas HET, berki-

sar Rp 15.000-Rp 16.000

perliter.

Sebelumnya, Kantor Wi-

layah VII Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU)

menemukan dugaan prak-

tik penjualan bersyarat (ty-

ing) MinyaKita oleh dua

oknum distributor di Kota

Yogyakarta di tengah ber-

kurangnya stok produk itu

di pasaran.

Kepala Kanwil VII KPPU

Hendry Setyawan menu-

turkan, temuan dugaan

praktik penjualan melang-

gar hukum itu diketahui

saat lembaga itu melaku-

kan pemantauan pada 20

Januari 2023, menyusul

harga jual MinyaKita di

pasaran yang telah melam-

paui HET. Untuk menda-

patkan MinyaKita, oknum

distributor mengharuskan

pengecer membeli paket

produk yang lain.

Di Jakarta, Menteri Per-

dagangan Zulkifli Hasan

menyatakan, Ditjen Per-

lindungan Konsumen dan

Tertib Niaga (PKTN) Ke-

mendag telah menurunkan

(take down) 6.678 tautan

berisi konten penjualan

MinyaKita akibat melang-

gar aturan.       (Ant/San)-f

JAKARTA (KR) - Harta pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

sebagai penyelenggara negara telah dila-

porkan dalam Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan da-

pat diakses oleh publik. Oleh karena itu,

KPK memastikan informasi mengenai

penyitaan harta pimpinan KPK yang ter-

simpan di luar negeri adalah tidak benar

alias hoaks.

"Hoaks tersebut beredar di media sosial

dan aplikasi pesan lainnya dengan

mengutip sebagian pernyataan pimpin-

an, Dewan Pengawas, Juru Bicara KPK,

serta dengan menampilkan beberapa

latar visual kegiatan di KPK," jelas

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali

Fikri dalam pernyataannya di Jakarta,

Kamis (9/2).

Dijelaskan, dalam hoaks tersebut

berbagai pernyataan dirangkai dengan

informasi lain sehingga membentuk

narasi yang tidak benar. Ali menye-

butkan, harta pimpinan KPK sebagai

penyelenggara negara telah dilaporkan

dalam LHKPN dan dapat diakses oleh

publik. "Ini sebagai bentuk transparansi

dan pertanggungjawaban atas harta

yang diperoleh dari penghasilan yang

bersumber dari negara tersebut," tu-

turnya.

LHKPN, lanjut Ali, juga bisa menjadi

instrumen pencegahan korupsi, dimana

publik bisa ikut mengawasi kesesuaian

harta yang dilaporkan dengan profil dari

penyelenggara negara dimaksud. Karena

itu, KPK mengimbau kepada setiap

penyelenggara negara untuk melaporkan

LHKPN-nya secara patuh dan benar. 

Batas waktu penyampaian LHKPN pe-

riodik tahun 2022, menurut Ali, adalah

sampai dengan 31 Maret 2023. KPK se-

lanjutnya akan melakukan verifikasi ter-

hadap setiap LHKPN yang dilaporkan.

Laporan yang telah lengkap dan terveri-

fikasi selanjutnya akan diumumkan atau

dipublikasikan melalui website

https://elhkpn-app.kpk.go.id.         (Ful)-d

Pemda DIY Siapkan Perda Pajak-Retribusi Daerah
YOGYA (KR) - Pemda DIY segera me-

nyusun Peraturan Daerah (Perda) menge-

nai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

sebagai tindaklanjut pemberlakuan Un-

dang Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten-

tang Hubungan Keuangan antara Peme-

rintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(HKPD).

"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menjadi salah satu sumber pendapatan da-

erah. Berbicara mengenai pendapatan da-

erah, sampai saat ini dana perimbangan

masih menjadi andalan Pemda DIY dalam

memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang

terus meningkat," kata Plh Asisten Bidang

Pemerintahan dan Administrasi Umum

Setda DIY Beny Suharsono dalam Dialog

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD)

DPD RI ke Pemda DIY di Gedhong Praci-

masana, Kepatihan,  Kamis (9/2). 

Menurut Beny, proporsi dana perimban-

gan masih mendominasi pendapatan da-

erah DIY, setidaknya selama kurun waktu

2016-2020 dengan besaran yang cenderung

fluktuatif. Hal tersebut mengindikasikan

adanya ketergantungan fiskal DIY terha-

dap pusat serta belum terwujudnya ke-

mandirian fiskal DIY. Dengan disahkan-

nya UU 1/2022 diharapkan membawa

dampak positif pada Pendapatan Asli

Daerah (PAD).  

Anggota BULD DIY GKR Hemas menu-

turkan, penyelenggaraan Dialog BULD

DPD RI dengan Pemda DIY ini untuk

membahas pembentukan Perda Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, serta meng-

gali informasi dari Pemda DIY mengenai

konsep implementasi pelaksanaan penge-

lolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana diatur dalam UU 1/2022 ten-

tang HKPD. Termasuk konsekuensi untuk

mengatur lebih lanjut ke dalam Perda khu-

susnya terkait kewenangan Pemda DIY.

(Ria)-f

YOGYA (KR) - Keberadaan perlintasan

kereta Bandara Adisutjipto Yogyakarta ter-

nyata masih menimbulkan polemik. Ter-

lebih sejumlah pihak masih terkesan saling

lempar tanggung jawab terkait siapa yang

harus menjaga perlintasan tersebut.

Di sisi lain, masyarakat yang sehari-hari

melewati perlintasan tersebut tetap meno-

lak rencana penutupan. Lantaran perlin-

tasan tersebut tidak hanya menjadi akses

ekonomi, namun juga sosial hingga pen-

didikan.

PT Angkasa Pura (Persero) I Bandara

Adisutjipto Yogyakarta telah bersurat ke

Gubernur DIY terkait permohonan pene-

tapan status jalan akses masuk ke AP men-

jadi jalan strategis provinsi. Ini untuk me-

mastikan agar siapa nantinya yang menge-

lola perlintasan tersebut tidak melanggar

aturan.

Sekda DIY Baskara Aji dalam pertemu-

an di DPRD DIY, Kamis (9/2) menegaskan,

tidak mungkin dilakukan perubahan sta-

tus jalan. Lantaran untuk menetapkan sta-

tus jalan, baik lingkungan, kabupaten,

provinsi maupun nasional itu ada per-

syaratannya. 

"Terkait perlintasan tersebut, ditegaskan

bukan persoalan anggaran. Melainkan

pelanggaran regulasi yang selama ini di-

lakukan Pemda DIY," tegasnya.

Pada dasarnya, Angkasa Pura sangat

memungkinkan untuk mengambil alih pe-

ngelolaan perlintasan tersebut. Jika ke de-

pannya ada kesulitan dari segi pembiaya-

an, AP bisa berkirim surat ke Gubernur.

"Tapi tidak ada yang melanggar," jelas

Sekda.

Ketua DPRD DIY Nuryadi sepaham de-

ngan apa yang disampaikan Sekda. Bukan

persoalan uangnya. Tetapi kekeliruannya,

pelanggaran hukumnya. Jika bicara bisnis,

bandara itu yang menikmati bukan Pemda

DIY, tapi AP. (Awh)-d

YOGYA (KR) - Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag) DIY menye-
butkan, para pedagang pasar tradisional di li-
ma kabupaten/kota di DIY bakal digelontor
26,8 ton minyak goreng merek MinyaKita dari
Pemerintah untuk menekan harga komoditas
itu di pasaran.


